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BUPATI PAMEKASAN,

: bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan
kegiatan usaha dan struktur permodalan pada Perusahaan
Daerah Air Minum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal
Perusahaan Daerah Air Minum;

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang.Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nornor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 23871;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembar€rn Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoo);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8a4l;
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun z0tl tentang
Pembentukan Perahrran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

1O. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor L4A, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO8 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a$12l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AAT tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OA9 tentang Pemberian
Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam
Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun zOlL
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Al2
tentang Investasi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun
2OO4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Pamekasan (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2OO4 Nomor 5 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2OO8 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan
Daerah Air Minum (Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2OO8 Nomor 1 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8
Nomor 6 Seri E);


